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ABSTRAK
Tindakan sosial adalah perilaku pelaku usaha perikanan terhadap pelaku lain dengan tujuan
dan motivasi tertentu. Permasalahannya, tindakan sosial pelaku usaha pada kawasan Sentra
Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang tidak responsif mendukung beroperasinya SKPT
Sabang. Tujuan tulisan ini mempelajari karakteristik aspek sosial budaya masyarakat perikanan
Sabang serta tindakan sosial yang terkait dengan hal itu agar SKPT Sabang dapat berfungsi. Data
dan informasi diperoleh dari Focus Group Discussion (FGD). Observasi langsung (aktuelles
verstehen), dan pemahaman motif tindakan (eklarendes verstehen) digunakan sebagai teknik untuk
mendalami infomasi hasil FGD tersebut. Pengumpulan data dilakukan pada Oktober 2018. Hasil
penelitian ini menunjukkan: tindakan sosial tradisional mendominasi keputusan pelaku usaha
dalam penangkapan ikan. Pelaku usaha perikanan tersebut harus taat hukum adat laot yang dipantau
Panglima Laot; tindakan sosial rasional instrumental mendominasi tindakan pelaku usaha pada
kegiatan penanganan hasil tangkapan serta distribusi dan pemasaran ikan. Motif tindakan sosial
yang terakhir ini mempengaruhi pelaku usaha lain, agar pasokan ikan dapat diperoleh atau
mengoptimalkan manfaat karena tindakan pelaku usaha lain. Tulisan ini merekomendasikan
agar di SKPT Sabang dilakukan perubahan sosial melalui transformasi 30% - 40% dari 684 unit
armada perikanan <3 GT (Gross Ton) menjadi armada >10 GT. Transformasi ini akan mendorong
tindakan sosial pada trip penangkapan ikan, peningkatan permintaan tenaga kerja trampil (pawang)
dan penggunaan teknologi dalam penanganan serta pemasaran/distribusi ikan.
Kata Kunci: Perikanan laut; perairan Sabang; tindakan sosial; aspek sosial budaya
ABSTRACT
Social action is defined as the action among business actors for specific purposes or motives.
The problem of social action in the SKPT (integrated marine and fisheries center) Sabang is that
the business actors in fisheries are not responsive to support the operationalization of SKPT
Sabang. The purpose of this paper is to learn the characteristics of business actors on socio-
cultural aspects and social action to support the daily operation of SKPT Sabang. Data and
information were collected from the Focus Group Discussion (FGD). Direct observation (aktuelles
verstehen) and Empathetic Understanding (eklarendes verstehen) were used as techniques to
collect advanced information. Data were collected in October 2018. The research findings are:
traditional social actions dominate fishing actors’ activities. The business actors remain to obey on
the local traditional rule (adat laot rule) observed by Panglima Laot; instrumental rational social
actions are always carried out by business actors on the post-harvest fishing activities as well as
distribution and fish marketing. The last social action motives are to influence others to provide fish
and to reach optimal benefit due to other business actor action. This paper recommends preparing
the social change through transformation 30% - 40% of < 3 GT fishing vessel to > 10 GT in Sabang.
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It will then change the duration of fishing activity, increase demand for skilled labor (pawang), and
the application of technology in post-harvest as well as marketing/fish distribution.
Keywords: Marine fisheries; Sabang; social action; socio cultural aspect
PENDAHULUAN
Pada dokumen resmi, Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu, merupakan strategi Kementerian
Kelautan dan Perikanan dalam mendukung
percepatan pelaksanaan pembangunan di pulau-pulau
kecil dan kawasan perbatasan (Kepmen KP No. 51/
KEPMEN-KP/2016). Strategi pembangunan itu
merupakan konstruksi sosial (Berger & Luckmann,
1991). Konstruksi sosial dalam pembangunan
perikanan menurut pemikiran Berger & Luckmann
(1991) terkait dengan kebijakan, aturan/norma dan
organisasi, sehingga merupakan strategi untuk
mewujudkan tujuan pembangunan perekonomian.
Konstruksi sosial pada SKPT Sabang (Kepmen
KP No. 51/KEPMEN-KP/2016) adalah kebijakan
pembangunan ekonomi pulau kecil dan terluar dengan
membangun infrastruktur perikanan, pemanfaatan
potensi ikan, penguatan kelembagaan pengelola serta
pengembangan ekonomi dan bisnis yang terintegrasi
pada SKPT itu. Telaah teknis pembangunan pada
SKPT Sabang sudah dilakukan (Ditjen Perikanan
Budidaya, 2016), namun telaah sosial (tindakan
sosial) belum ditindaklanjuti. Telaah sosial diperlukan
untuk mengetahui perilaku pelaku usaha terhadap
pelaku atau kelompok lain dengan motif dan tujuan
tertentu. Hasil telaahan sosial seperti pada tulisan
Pinker (1998); Jones et al. (2016); dan Riss (2016)
dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi
memfungsikan SKPT Sabang.
Tindakan sosial pelaku usaha (nelayan dan
pedagang) di Sabang dipelajari pada aspek sosial
budaya, meliputi: budaya menangkap ikan, status
sosial, peran sosial, kelompok sosial, intitusi sosial.
Aspek tersebut menentukan berfungsinya SKPT
Sabang (Ferris et al., 2010; Mooney et al., 2000).
Sebagai contoh tindakan sosial peningkatan
produktivitas melalui adopsi teknologi yang dipelajari
Matuschke (2008) berhasil mendorong pelaku usaha
mengadopsi teknologi, setelah kelompok sosial dalam
masyarakat itu mendapat advokasi dari penyuluh.
Pada tindakan sosial tersebut interaksi sosial,
penyuluh ikut berperan sehingga adopsi teknologi
dapat diwujudkan (Samuels, 1995; Hodgson, 1998).
Pemahaman tentang tindakan sosial digunakan luas
dalam proses pembangunan misalnya di Thailand
dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program
perbaikan ekonomi bagi suku pedalaman (Jackie et
al., 2018), di Australia dan Selandia Baru
dikembangkan untuk mempercepat adaptasi sektor
konstruksi terhadap perubahan sosial dan bisnis
dalam perekonomian negara tersebut (Lim &
Loosemore, 2016).
Fenomena sosial di atas belum dipertimbangkan
pada SKPT Sabang, sehingga partisipasi pelaku
usaha terhadap SKPT itu belum mencapai tingkat
partisipasi mandiri sebagaimana dimaksud oleh Pretty
(1995). Tingkat partisipasi mandiri terwujud jika
tindakan sosial pelaku usaha mampu beradaptasi
dengan fungsi SKPT Sabang, memiliki tujuan yang
sama dengan SKPT, ada target integrasi, dan punya
kemampuan menjaga pola relasi yang disepakati
(Martono, 2014; Parsons, 1951; Johnson, 1994;
Poloma, 2007).
Budaya mendaratkan ikan pada berbagai lokasi
merupakan tindakan sosial yang didorong pedagang
(toke bangku) di Sabang untuk kepentingan
mendapat dan mengendalikan pasokan ikan ke pasar.
Pada tindakan sosial itu, terdapat kekuasaan yang
mempengaruhi nelayan (Priya, 2013; Oyedokun,
2016) dan berpotensi kurang mendukung program
SKPT, serta peluang menimbulkan unreported fishing
dan unregulated fishing cukup besar, karena pasokan
ikan yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang
diperoleh (Zulham et al., 2017; Zulham, 2018).
Oleh sebab itu, tujuan tulisan ini adalah
mempelajari karakteristik aspek sosial budaya dan
tindakan sosial pelaku usaha perikanan di Sabang
pada sistem produksi, penanganan hasil serta distribusi
dan pemasaran, agar SKPT Sabang dapat berfungsi.
Data dan informasi dikumpulkan pada Oktober 2018
di Kota Sabang. Data primer dikumpulkan melalui
Focus Group Discussion (FGD), observasi langsung
(aktuelles verstehen) tindakan dan ekspresi pelaku
usaha, serta memahami motif pelaku usaha
(eklarendes verstehen). Data sekunder dari publikasi
resmi Dinas Perikanan Kota Sabang dan Badan Pusat
Statistik (BPS) Kota Sabang. Analisis deskriptif
(menganalisis fakta/relasi di lapangan) dan preskriptif
(mengembangkan fakta/relasi menjadi strategi untuk
tujuan tertentu) digunakan untuk memahami motif,
pola relasi dan efisiensi tindakan sosial pelaku usaha
(Huisman, 2015; de Lange, 2017; Heaney, 2015).
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TINDAKAN SOSIAL DAN ASPEK SOSIAL BUDAYA
Tindakan sosial diklasifikasi Weber (1964) dalam
4 tipe, yaitu: (a) tindakan sosial tradisional,
didasarkan pada kebiasaan; (b) tindakan sosial afektif,
berdasarkan emosi/perasaan; (c) tindakan sosial
rasionalitas nilai, yang dilakukan berdasarkan
kepercayaan; (d) tindakan sosial rasionalitas
instrumental – purposfull rational dilakukan dengan
perhitungan/tujuan tertentu. Tindakan sosial tersebut
dipelajari pada kegiatan penangkapan ikan,
penanganan ikan hasil tangkapan serta distribusi dan
pemasaran hasil tangkapan.
Secara umum, motif tindakan sosial pemanfaatan
sumber daya perikanan di perairan Sabang (Wilayah
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-NRI
571 dan WPP-NRI 572) adalah mulai dari harus ikut
aturan adat setempat sampai pada motif ekonomi,
agar ikan mudah didapat untuk memenuhi permintaan
pasar. Besarnya motif tersebut, didorong oleh
ketersediaan ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil,
ikan karang dan ikan demersal yang dapat
dieksploitasi pada perairan Sabang (Kepmen KP No.
50/KEPMEN-KP/2017). Pada master plan SKPT
Sabang, estimasi jumlah ikan yang boleh ditangkap
pada perairan Sabang tahun 2016 adalah 25.084 ton
(Ditjen Perencanaan Ruang Laut, 2017). Sementara,
BPS Kota Sabang, (2018) melaporkan hasil tangkapan
perikanan laut di Sabang tahun 2013 (3.322 ton), 2015
(3.867 ton) dan tahun 2016 (4.747 ton). Hasil
tangkapan pada tahun 2016 tersebut setara dengan
18,92% dari jumlah (volume) ikan yang boleh
ditangkap (JTB). Rendahnya kemampuan produksi
ikan tersebut terkait dengan tindakan sosial pelaku
usaha perikanan Sabang.
Armada perikanan di Sabang umumnya
melakukan trip harian untuk menangkap ikan (one
day fishing) dan tidak melaut pada hari Jumát dan
beberapa hari libur nasional (Anonim, 1992). Budaya
melaut tersebut telah terpola dalam kehidupan nelayan
Sabang, dan menurut Sanderson (2010) berpengaruh
pada rendahnya kemampuan produksi perikanan.
Budaya melaut one day fishing nelayan Sabang tidak
berbeda dengan nelayan di Kepulauan Nicobar sekitar
190 Km dari Sabang. Nelayan Sabang menggunakan
teknologi penangkapan ikan yang lebih baik dari
nelayan Kepulauan Nicobar, karena nelayan Sabang
telah berorientasi pasar, teknologi penangkapan ikan
diperkenalkan pedagang dari luar daerah, sementara
nelayan Kepulauan Nicobar lebih subsisten dan
cenderung menggunakan teknologi tradisional, karena
pasar terbatas. Tindakan sosial nelayan penangkap
ikan pada dua lokasi adalah tindakan sosial
tradisional, yang tetap mengikuti kebiasaan setempat
(Ravikumar et al., 2015; Ravikumar et al., 2016). Di
daerah Manyar Kabupaten Gresik tindakan sosial
tradisional dan tindakan sosial rasional instrumental
dijadikan acuan menyusun strategi perbaikan
kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada kawasan
pertambakan, akibat alih fungsi lahan karena
pembangunan infrastruktur pada kawasan tersebut
(Rohmaida & Utami, 2016). Pada sisi lain Supraja
(2012), melihat 4 tindakan sosial Weber di atas tidak
jelas dalam perbaikan kehidupan sosial ekonomi
masyarakat, karena mengabaikan peran waktu di
dalamnya. Mengikuti pemikiran Schutz, Supraja
(2012) menjelaskan dalam memperbaiki kehidupan
sosial ekonomi masyarakat tindakan sosial itu di
dalamnya terdapat durasi yang membatasi tujuan
perbaikan kehidupan sosial ekonomi tersebut.
Tindakan sosial tersebut tidak tersegmentasi dalam
4 tindakan sosial seperti yang disebutkan di atas.
Kontribusi pembiayaan oleh pelaku usaha pada
penangkapan ikan di Sabang menurut konsep
Budowski & Tillmann (2013), membentuk stratifikasi
sosial yang terdiri dari: pemilik kapal, “pawang”
(nahkoda) dan Anak Buah Kapal (ABK). Selain itu
dalam bisnis perikanan terdapat toke bangku dan
panglima laot. Stratifikasi tersebut, seperti pemikiran
Wyatt-Nichol et al. (2011) menjadi penggerak sosial
ekonomi masyarakat perikanan Sabang. “Panglima
laot” adalah status sosial yang diberikan pada tokoh
dalam lembaga adat laot yang memantau aktivitas
pawang dan ABK di laut serta aktivitas bisnis ikan
toke bangku di Sabang, sehingga berfungsi
mengendalikan konflik sosial. Toke bangku adalah
penyedia modal, dan social safety fund untuk keluarga
nelayan sehingga berfungsi melindungi kehidupan
ekonomi nelayan.
Pada status sosial pelaku usaha di atas terdapat
kewajiban (obligation) dan harapan yang disebut
sebagai peran sosial. Peran sosial tesebut
merupakan bentuk pelaksanaan hak, kewajiban,
tugas, atau tanggung jawab pelaku usaha sesuai
dengan status sosialnya. Toke bangku jika tidak
dapat memberi modal maka status sosialnya
diragukan masyarakat dan perannya akan jadi mugee
engkot (pedagang ikan keliling). Adakalanya peran
sosial panglima laot dan toke bangku tidak sesuai
kewajiban, terutama ketika harus membebaskan
nelayan Sabang yang ditangkap otoritas perairan
kepulauan Andaman dan Nicobar (India). Peran
panglima laot dan toke bangku yang demikian adalah
peran kemanusiaan yang sering dilakukan oleh
panglima laot terdahulu. Toke bangku yang berbisnis
ikan memiliki jaringan sosial pemasok ikan dan
penjual ikan. Jaringan sosial tersebut membentuk
social group yang terpisah dan “diikat” dengan uang/
Analisis Tindakan Sosial dalam Pembangunan Sentra………..di Sabang (Zulham, A., et al)
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modal. Sosial group tersebut dibentuk untuk
menguasai pasar.
Intitusi sosial di atas adalah pelaksana aturan/
norma dalam masyarakat, yang berfungsi
mengendalikan konflik antar pelaku usaha pada
struktur sosial di Sabang. Institusi sosial pada struktur
sosial di Sabang dibentuk berdasarkan kesepakatan
untuk mengatur interaksi saat penangkapan ikan, cara
pembayaran, serta cara berbisnis.
TINDAKAN SOSIAL PADA SISTEM PRODUKSI
PERIKANAN
Tabel 1, memberi informasi karakteristik sosial
budaya dan tipe tindakan sosial pada sistem produksi
perikanan di Sabang, 2018.Aspek budaya pada Tabel
1, menunjukkan kegiatan penangkapan ikan di Sabang
merupakan aktivitas penangkapan ikan harian (one
day fishing), sumber modal kegiatan menggunakan
modal sendiri atau modal dari toke bangku (meminjam
uang dari bank tidak lazim beberapa nelayan
mengatakan riba) dan bagi hasil mengikuti aturan adat
laot. Tindakan sosial nelayan Sabang dari aspek
budaya merupakan tindakan sosial tradisional
(traditional social action), motifnya mengikuti tradisi
atau kebiasaan setempat, mengabaikan kebiasaan
tersebut akan mendapat sanksi sosial (Thomson,
2017; Trueman, 2015). Kebiasaan melaut one day
fishing menyebabkan produktivitas hasil tangkapan
nelayan Sabang rendah dan tidak economic of scale.
Dengan hasil tangkapan yang sedikit, nelayan
Sabang memilih mendaratkan ikan pada pantai di desa
mereka (karena terdapat pedagang yang pasti
membeli hasil tangkapan, serta dapat menyediakan
BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk menangkap ikan)
dibandingkan dengan di SKPT (fasilitas BBM belum
tersedia dan pedagang belum ada). Tindakan sosial
nelayan Sabang yang demikian menghalangi
berfungsinya SKPT Sabang.
Tabel 1. Karakteristik sosial budaya dan tipe tindakan sosial pada sistem penangkapan ikan di Sabang,
2018




















































Sumber : FGD (Oktober, 2018)/source: FGD discussion (October, 2018).
Keterangan : 1). Tindakan sosial menurut klasifikasi Weber (1964) / Remark: 1)Social action based on Weber
(1964) classification.
Pada sistem produksi, status sosial pelaku usaha
dalam masyarakat perikanan Sabang adalah unik.
Pawang (nahkoda) merupakan leader yang diberi
kekuasaan oleh pemilik kapal dalam penangkapan
ikan, toke bangku merupakan sumber modal utama
dalam sistem produksi perikanan dan Panglima laot
adalah tokoh yang mengatur berbagai aktivitas di laut
dan perolehan hasil laut. Tindakan sosial pelaku usaha
pada aspek status sosial merupakan tindakan sosial
tradisional, motifnya hanya mengikuti kebiasaan
sesuai kesepakatan dalam masyarakat perikanan
Sabang. Achieved status tersebut harus
dilaksanakan, menurut Ferris et al. (2010) status
tersebut dapat gugur jika dilaksanakan menyimpang
dan tidak sesuai dengan kebiasaan. Status sosial
pelaku usaha dapat dimanfaatkan untuk membantu
memfungsikan berbagai fasilitas SKPT Sabang
dengan mendorong pelaku usaha tersebut berintegrasi
dalam SKPT tersebut.
Kelompok sosial (social group) sangat diperlukan
dalam sistim produksi perikanan. Kelompok sosial
ini dikendalikan oleh toke bangku. Tidakan sosial toke
bangku membentuk kelompok sosial merupakan
tindakan sosial rasionalitas instrumental, bertujuan
untuk mendapat pasokan ikan dari nelayan. Toke
113-123
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bangku membangun sosial group melalui ikatan yang
disebut Damsar & Indrayani (2013) sebagai
keterlekatan. Keterlekatan itu menurut Granovetter
(1985) merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan
secara sosial melekat dalam jaringan sosial personal
yang sedang berlangsung antar pelaku untuk
mendapatkan ikan. Keterlekatan dalam jaringan sosial
toke bangku dengan pemilik kapal untuk mendapat
ikan disebut sebagai keterlekatan kuat (Granovetter,
1995).
Pada sistem produksi perikanan peran sosial
didominasi oleh pawang, toke bangku dan panglima
laot. Tindakan sosial mereka merupakan tindakan
sosial rasionalitas instrumental, dengan motif
ekonomi. Peran sosial pawang melaksanakan
penangkapan ikan dan mengendalikan konflik agar
mendapat banyak hasil tangkapan. Pada saat yang
sama, pawang mengoptimalkan manfaat sistim bagi
hasil, karena fluktuasi harga ikan dengan menjual
sebagian ikan di laut. Toke bangku dengan status
sosial yang melekat padanya punya peran sosial
melindungi kehidupan ekonomi nelayan, sehingga
memperkuat jaringan perolehan pasokan ikan.
Panglima laot, berperan menjaga agar keberlanjutan
bisnis perikanan pada WPP-NRI 571 dan WPP-NRI
572 dapat terwujud. Pawang, toke bangku dan
panglima laot menganggap keberadaan SKPT Sabang
merupakan saingan, karena dianggap mengunakan
jaringan sosial yang telah dibangun toke bangku untuk
memfungsikan fasilitas yang telah dibangun.
Pada sistem bisnis perikanan di Sabang, terdapat
institusi sosial hukum adat laot, yang mengatur dan
mengawasi aktivitas bisnis perikanan Sabang.
Tindakan sosial pelaku usaha tersebut adalah
tindakan sosial tradisional. Dalam institusi hukum adat
laot diatur: “toke bangku” mendapatkan 10% dari hasil
kotor, jika modal penangkapan ikan bersumber dari
toke bangku. Namun, jika nelayan menggunakan
modal sendiri, dan toke bangku diminta untuk menjual
hasil tangkapan nelayan, maka toke bangku akan
memperoleh 3% dari hasil kotor penjualan ikan.
Kemudian 10% dari hasil kotor tersebut dikelola
nahkoda untuk perbaikan armada penangkapan ikan.
Sementara SKPT Sabang dibangun dengan investasi
besar dan targetnya menghasilkan ikan dengan
volume besar dan mutu premium, sehingga SKPT ini
tidak dapat menggunakan instrumen hukum adat laot
seperti yang dilakukan masyarakat perikanan
Sabang.
TINDAKAN SOSIAL PADASISTEM PENANGANAN
HASIL TANGKAPAN IKAN
Nelayan Sabang tidak melakukan penanganan
hasil tangkapan ikan di atas kapal dan tempat
pendaratan. Keputusan itu dilakukan dengan motif
memperkecil biaya. Akibatnya kualitas ikan hasil
tangkapan tidak seragam. Karakteristik penanganan
ikan tersebut dapat dipelajari pada Tabel 2.
Perlakuan nelayan terhadap hasil tangkapan ikan
tidak sesuai dengan aturan penanganan yang baik.
Budaya penanganan ikan/pembongkaran ikan yang
ada sudah terpola sesuai dengan kebiasaan
setempat. Ikan hasil tangkapan terutama (tuna dan
cakalang) setelah ditangkap hanya diletakkan di
lambung kapal/perahu (palka dan es tidak ada).
Pembongkaran ikan dilakukan manual, saat dibawa
ke tempat pendaratan ikan dimasukkan ke keranjang
atau palka yang telah diberi es curah (jika tersedia).
Tindakan sosial nelayan merupakan tindakan sosial
rasional instrumental, sebagai respon, tidak ada
perbedaan harga ikan yang mendapatkan perlakuan
penanganan dan tidak.
Pada sistem penanganan hasil tangkapan ikan,
status sosial nelayan (pawang) hanya sebagai sub-
ordinat toke bangku. Pawang tidak diberi insentif oleh
toke bangku, walaupun dia dapat menangkap ikan
dalam jumlah banyak. Oleh sebab itu, penanganan
ikan di atas kapal dilakukan seadanya oleh pawang.
Kekuasaan toke bangku sangat dominan dalam
penentuan harga ikan. Posisi ini terjadi karena sistim
bagi hasil perikanan dalam institusi sosial hukum adat
laot dinilai kurang adil. Bagian yang diterima toke
bangku cukup besar. Hal itu menyebabkan, sebelum
ikan didaratkan, sebagian ikan dijual di laut kepada
nelayan lain atau kapal penangkapan ikan lain oleh
pawang tanpa sepengetahuan pemilik kapal.
Penjualan ikan di laut, telah merugikan beberapa
perusahaan perikanan yang kapalnya dioperasikan
oleh nelayan Sabang. Padahal, peran sosial toke
bangku dan perusahaan perikanan cukup signifikan
dalam pengembangan usaha perikanan dan
perekonomian nelayan serta menyediakan lapangan
kerja untuk masyarakat setempat. Tindakan sosial
yang dilakukan nelayan/pawang merupakan tindakan
sosial rasional instrumental, karena perilaku seperti
yang diuraikan diatas.
Analisis Tindakan Sosial dalam Pembangunan Sentra………..di Sabang (Zulham, A., et al)
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Tabel 2. Karakteristik sosial budaya dan tipe tindakan sosial pada sistim penanganan hasil tangkapan
ikan di Sabang, 2018.




























































Sumber : Diskusi FGD (Oktober, 2018) / source: FGD discussion (October, 2018).
Keterangan : 1). Tindakan sosial menurut klasifikasi Weber (1964) / Remark: 1)Social action based on Weber
(1964) classification.
Sosial group yang dibangun toke bangku pada
perikanan di Sabang bukan bertujuan untuk
penanganan ikan hasil tangkapan, tetapi untuk
mengumpulkan ikan agar dapat dipasok ke pasar.
Akibatnya ikan yang diterima toke bangku mutu dan
ukurannya beragam dan paling dominan adalah ikan
tongkol (ukuran 1 kg berkisar antara 3 ekor) dan
cakalang (3 kg sampai 5 kg per ekor). Sementara
ikan tuna sirip kuning per perahu jumlahnya terbatas,
dalam satu minggu tertangkap antara 1 sampai 2 ekor
dengan berat rata-rata 50 kg.
Kegiatan penanganan ikan di atas kapal, bongkar
ikan dan penanganan ikan di tempat pendaratan ikan
tidak diatur lembaga adat laot. Aturan positif yang
dibuat pemerintah tidak diadopsi pelaku usaha
perikanan, karena harga yang diperoleh tidak sesuai,
menambah biaya, dan ikan hasil tangkapan tanpa
perlakukan yang baik tetap diterima pasar. Ikan hasil
tangkapan nelayan (terutama tuna sirip kuning)
menurut eksportir di Banda Aceh kualitasnya hanya
grade C. Satu eksportir tuna ekspor yang berbasis di
Banda Aceh, mencoba memperbaiki mutu, dengan
menerapkan aturan yang ditetapkan pasar. Tindakan
sosial penanganan tuna ini hanya diikuti oleh nelayan
penangkap tuna tertentu saja. Nelayan lain masih
menerapkan kebiasaan yang lama, sehingga ikan tuna
atau cakalang grade A yang dihasilkan nelayan
Sabang jumlahnya sangat terbatas. Tindakan sosial
yang dilakukan pelaku usaha adalah tindakan sosial
rasional instrumental, karena motif ekonomi.
Rendahnya mutu hasil tangkapan pada nelayan
Sabang, menyulitkan toke bangku Sabang menjual
ikan hasil tangkapan. Oleh sebab itu toke bangku
Sabang melakukan negosiasi dengan toke bangku
di Lampulo Banda Aceh. Negosiasi tersebut
membentuk koalisi sosial dalam perdagangan ikan,
karena daya serap konsumen Kota Sabang rata-rata
3 ton ikan per hari. Koalisi sosial ini membentuk
keterlekatan kuat atau keterlekatan lemah. Koalisi
sosial, keterlekatan kuat terjadi karena terikat
perjanjian. Sebaliknya, koalisi sosial keterlekatan
lemah terjadi karena kesepakatan untuk mencari
pasar. Pada tahun 2018, koalisi keterlekatan lemah
terjadi antara toke bangku Sabang dengan Badan
Pengelola Pelabuhan Kawasan Sabang untuk
mengekspor ikan nelayan Sabang ke Port Blair
(kepulauan Andaman dan Nikobar). Keberlanjutan
perdagangan ikan tersebut terkendala pada
terbatasnya volume ikan yang untuk ekspor dan harga
ikan di Sabang yang tidak stabil.
TINDAKAN SOSIAL PADA SISTEM DISTRIBUSI
DAN PEMASARAN IKAN
Peran toke bangku sangat mendominasi
keputusan pengangkutan ikan, jaringan pasar dan
transaksi perdagangan ikan di Sabang. Tindakan
sosial yang dilakukan adalah tindakan sosial
rasionalitas instrumental untuk mendapat harga yang
baik. Distribusi dan pemasaran ikan di Sabang telah
terpola, antara toke bangku Sabang dengan mitra
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toke bangku di Ulhee Cot BandaAceh. Pengangkutan
ikan ke lokasi tersebut menggunakan kapal penangkap
ikan. Selanjutnya dimasukkan dalam container ikan
berisi es curah dikirim dengan truk ke Belawan.
Ikan tuna kualitas ekspor pola pengirimannya
memanfaatkan cargo pesawat ke Kuala Lumpur
melalui Bandara Sultan Iskandar Muda di Banda
Aceh. Ikan kualitas ekspor dengan tujuan Jepang atau
Thailand dikirim melalui Bandara Soekarno Hatta dari
Bandara Sultan Iskandar Muda. Sistim pembayaran
dalam transaksi ikan pada pasar domestik dan ekspor
adalah konsinyasi, pembayaran ikan dilakukan 1–2
minggu setelah ikan diterima pedagang di pasar
tujuan. Pembayaran dilakukan melalui bank, dalam
mata uang rupiah (pasar domestik) dan dollarAmerika
(pasar ekspor).
Pada sistem distribusi dan pemasaran ikan serta
transaksi ikan, peran toke bangku sangat penting
dalam berbagai keputusan. Kecermatan keputusan
tersebut menjadi acuan penting bagi nelayan di
Sabang, untuk mendapat harga ikan yang baik tanpa
ikut ke pasar tujuan. Toke bangku berperan
menentukan alat angkut, jaringan pasar dan transaksi
pada pasar domestik.
Sosial group distribusi ikan yang dibangun toke
bangku bersifat tertutup dan tidak dapat dimanfaatkan
oleh toke bangku atau pedagang lain. Sosial group
terdiri dari jaringan sosial yang telah diikat oleh toke
bangku. Tindakan sosial rasionalitas instrumental
yang demikian dibangun dengan motif mengendalikan
pasokan ikan untuk mendapat harga yang baik.
Tabel 3. Karakteristik sosial budaya dan tipe tindakan sosial pada sistim distribusi dan pemasaran ikan di
Sabang, 2018





















































































Sumber : Diskusi FGD (Oktober, 2018) / source: FGD discussion (October, 2018).
Keterangan : 1). Tindakan sosial menurut klasifikasi Weber (1964) / Remark: 1)Social action based on Weber
(1964) classification.
Peran sosial toke bangku dalam tindakan sosial
rasional instrumental motifnya menjamin ikan yang
dikirim mendapat harga yang baik dan tidak
menyusut jumlahnya. Pada penjualan ikan toke
bangku menjadi penghubung antara pedagang dipasar
tujuan dengan pemilik ikan. Pada kasus ini toke
bangku mengambil manfaat dengan memainkan
harga. Hukum adat laot tidak mengatur sistim
distribusi dan pemasaran ikan. Aturan dan norma
yang ada mengikuti pasar dan aturan yang dibuat
pemerintah, seperti surat karantina ikan. Surat
karantina ikan, jarang dilengkapi nelayan karena
terbatasnya tenaga yang memantau aktivitas yang
dilakukan toke bangku.
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TINDAKAN SOSIAL MEMFUNGSIKAN SKPT
SABANG
Tindakan sosial pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel
3, belum mendorong berfungsinya SKPT Sabang. Hal
ini terjadi karena fokus SKPT Sabang masih dalam
tahap membangun infrastruktur, pembentukan
kelembagaan pengelola SKPT, pengembangan
ekonomi dan bisnis, serta pemanfaatan sumberdaya
perikanan.
Tindakan sosial rasional instrumental (berorientasi
bisnis, memasok ikan bermutu dengan pengelola
profesional) harus dibangun Pemerintah Pusat
(Kementerian Kelautan dan Perikanan). Apalagi
kementerian tersebut telah mengeluarkan Kepmen
Kelautan dan Perikanan No: 111/Men-SJ/KP. 444/VIII/
2018 yang menugaskan pegawai Ditjen Perikanan
Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya untuk
mengelola SKPT. Namun, Kepmen KP No. 111/Men-
SJ/KP.444/ VIII/ 2018 menjadikan Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Aceh dan Kota Sabang tidak aktif
memikirkan perkembangan SKPT Ie Meulee di
Sabang, akibatnya serah terima fasilitas SKPT dari
Dinas Perikanan Kota Sabang ke Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Aceh belum diwujudkan.
Dengan demikian, tindakan sosial Pemerintah
Pusat diperlukan untuk mendorong perubahan sosial
pada masyarakat perikanan di Sabang, seperti
perubahan:
1. Budaya melaut one day fishing. Budaya ini dapat
diubah melalui perbaikan penguasaan armada
perikanan dari <3 GT menjadi >10 GT.
Penguasaan armada perikanan >10 GT akan
menambah hari melaut, memerlukan dermaga
bongkar ikan, palka ikan serta es untuk menjaga
kualitas ikan. Selain itu, tindakan sosial rasional
instrumental ini menjadi bagian yang mendorong
pengusaha menyiapkan kapal angkut berpalka dan
truk berpendingin dalam mendistribusikan ikan.
2. Perubahan budaya di atas, akan meningkatkan
permintaan nahkoda (pawang) trampil, dan toke
bangku tidak lagi mencari pasar, tetapi menjadi
agen penjualan ikan yang dicari pembeli dan
diperlukan nelayan.
3. Perubahan tersebut harus dimanfaatkan SKPT
Sabang membangun sosial group dengan
menghimpun toke-toke bangku dengan sistim
insentif agar beroperasi di SKPT. Sosial group ini
sangat efektif, karena toke bangku telah menjadi
agen penjual ikan di SKPT dan tidak merusak
tatanan kelompok sosial yang telah dibuat toke
bangku itu.
4. Peran sosial toke bangku menjadi agen penjual
ikan di SKPT Sabang, mendorong beberapa bisnis
(seperti perbankan, SPDN, es) membuka usaha
di SKPT dengan motif memanfaatkan potensi yang
berkembang di SKPT.
5. Institusi sosial pendorong perubahan dengan
instrument yang baku. Landasan utama institusi
sosial itu adalah regulasi dari pemerintah dan
hukum adat laot sebagai pelengkap, apalagi SKPT
berorientasi ekspor.
Jika perubahan sosial itu dapat diwujudkan




Tindakan sosial tradisional umum terjadi pada
sistim produksi. Pada tindakan sosial tersebut
kekuasaan pelaku usaha tidak efektif dan jika pelaku
usaha tidak taat aturan akan dikenai sanksi sosial
oleh panglima laot. Selain itu, tindakan sosial
rasionalitas instrumental kerap terjadi pada kegiatan
penanganan ikan hasil tangkapan, distribusi dan
pemasaran ikan. Tindakan sosial yang terakhir ini,
dilakukan nelayan untuk efisiensi ekonomi, dan
dilakukan toke bangku untuk mendapat pasokan ikan.
Kekuasaan toke bangku sangat efektif
mempengaruhi pelaku usaha lain.
Pada dua tindakan sosial di atas pelaku usaha
berupaya menjaga pola relasi agar transaksi tetap
berjalan lancar. Aktivitas usaha dilakukan dengan
efisiensi ekonomi memanfaatkan kekuasaan yang
melekat pada setiap pelaku usaha serta relasi sosial
yang terbentuk.
Kesamaan motif tindakan sosial pada kegiatan
diatas dapat dijadikan dasar untuk
mengorganisasikan pelaku usaha perikanan di
Sabang dalam suatu lembaga (organisasi), sehingga
menjadi faktor pendorong untuk memfungsikan SKPT
Sabang.
Kebijakan
Perubahan sosial pada bisnis perikanan Sabang
untuk memfungsikan SKPT Sabang dilakukan melalui
kebijakan:
1. Transformasi 30-40%, dari 648 unit armada
perikanan < 3 GT menjadi armada perikanan >10
GT selama 5 tahun oleh Pemerintah Pusat.
Tindakan sosial ini akan meningkatkan permintaan
nahkoda (pawang) trampil dan ABK.
2. Tindakan sosial di atas harus diikuti dengan
membangun serta mengoperasikan stasiun pengisi
BBM – Solar Packed Dealer Nelayan di dalam
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SKPT Sabang oleh Pemerintah Pusat. Insentif
pelayanan BBM harus diutamakan untuk nelayan
yang membongkar ikan di SKPT. Mendorong
kelembagaan pengelola SKPT Sabang kreatif
membuat aturan sehingga berbagai fasilitas SKPT
dapat dioperasikan, terutama: tempat pelelangan
ikan, ice flake, cold storage, kolam tambat labuh.
3. Tindakan sosial pengelola SKPT tersebut,
diperlukan agar tumbuh motif ekonomi pada pelaku
usaha lain memanfaatkan peluang menyediakan:
usaha pengangkut ikan berpendingin, lembaga
keuangan serta fasilitas perdagangan ikan.
4. Memobilisasi pengelola SKPT bergerak aktif
mendorong perubahan sosial dalam SKPT,
mengakomodasi kebutuhan armada perikanan, dan
bernegosiasi dengan toke bangku agar beroperasi
sebagai agen penjualan ikan di dalam SKPT
Sabang.
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